PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 29  TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

id

(2

GUBERNUR BANTEN,

oahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang
Nomor 2/ Tahun 1989 _tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Momor 23 Tahun 2600
tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu _
membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja -

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Propinsi Banten:

bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kefja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Propinsi Banten sebagaimana dimzaksud pada huruf
a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tarnbahan
Lembaran Necara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang
Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 tahun 19989 tentang
Penmbangan Keuangan Antara Pemernintah Pusgt
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Na2gara
Nomor 3848);



4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 199
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersil
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepghsme (Lembarat(
Negara Republik Indonesia Tahun 199¢
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negare
Nomor 3851); ‘

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang  Pembentukan  Propinsi ' Baqten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
- —---lentang  Kewenangan Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambzhan Lembaran Negara
Nomor 3952),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 155):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
lentang Pembinaan dan Pengawasan Alas

renyelenggaraan “emerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 4% Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4080

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
(Lembaran Negara Repubiik Indenesia Tahun

2001 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4095); o

10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata
Cara Penanaman NModal:

1. Keputusan Presiden Nomor 177 Tarun 1999
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan
Badan Koordinasi Penanaman Niodal Daerah;



12. Peraturan Daerah MNomor 2 Tahun 2002
tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 3); &

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002
tentang Tata cara Pembentukan dan-Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

CEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAR
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINS! BANTEN

' TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MCDAL DAERAH
PROPINS! BANTEN

BAB |
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

L,a:am Peraturan Daerah ini\ ang dimaksud dengan :
. Daerah adalah Propinsi Banten
2  Pemerintah Daerah adalah  Gubernur,

daerah cionom yang 1a|n sebagaI Btk
Propins: Banten;

Gubernur agalah Gubernur Banicn;

Dewan Penwakilan Rakyat Daerah selaniuinya disebut DPRD

adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banter:

5  Sekretariat Daerai yang selanjulnya diseput SZTDA adalen
Sekretariat Daerah Propinsi Banten,

5 Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adealah
Sekretaris Daerah Propinst Banten;

peseria perangkat
eksekutif Daerah

o (_.J



7. Badan Koordinasi  Penanaman Modal Daerah vyana
selanjutnya disebut Badan adalah Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten;

8. Kepala Badan Koordinasi Pepnanaman Modal Daerah

selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten,

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai
keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi
Badan Koordinasi dzn Penanaman Modal Daerah.

BAB |l
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk' Badan Kooidinasi
Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten.

BAB !
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian {f’-eartama
Kedudukan

Pasal 3

Badan Koordinasi Penanamar Modal Daerah merupakan unsur
pelaksana pemerintah Propirsi, dipimpin oleh seorang Kepala,

yang berade. di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sektéraris Daerat.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

dadan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
membantu Gubernur melaksanakan kewe

dekonsertrasi dain tugas pembantuan
odal

mempunyai tigas
nNangan desentrahsast,
dibidang penanaman

4



Bagian Kehga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasaf‘;d,

d

o

e

=

k.

m.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi

pelaksanaan penyelenggaraan pemenntah Propinsi dibidang
penanaman modal;

perumusan dan penyusunan rencana kerja serta kebijakan
teknis dibidang penanaman modzl di Propinsi Banten;
penyelenggaraan pelayanan penaraman modal daeran pada
pemerintah Propinsi Banten:

pemberian perijinan penanaman modal di Propinsi Banten
dalam rangka tugas pembantuan, dJesentralisasi dan
dekonsentrasi serta pelaksanazn pelayanan umum iintcs
Kabupaten/Kota:

pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal dengan
Kabupaten/Kota;

pengidentifikasian sumber-sumber pctensi daerah secara
menyeluruh unfuk  kepentingan perencanaan dan
pengendalan pembangunan dibidang penanaman modal
Propinsi;

pengkoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal;
pelaksanaan  pengawasan dan  pengendalian  atas
pelaksanaan penanaman modal; =

penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknis dibidang penanaman modal:
penyelenggaraan sistem informasi dan perencanaan tata
ruang dibidang penanaman modal di Propinsi Banten;
pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha Badan;
penyusunan dan penyampaian laporan - secara berkala
pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur, dan
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia/Pemerintah Pusat:

pelaksanaan tugas lain yang diberikar oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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penanaman Moda! Daerah

Kepala

Sekretariat: .

Bidang Program dan Promosi: ai
Bzdang Perijinan dan Pengembangar Sumber Day
Bidang Pem“maan dan Pengendalian;

Kelompek Jaoatan Fungsional.

Pasal 7

Sekretariat Bzdan dipimpin oleh Sekretaris yang m?mpq:ya[
tugas enyusun  rencana  ratin, mengkoorminfw aq”-
mengarahkar  dan mengevaluasi peiaksana?ﬁ “egiatan
urusan administrasi sermz  menetapkan  kebijaxan tek.ms
dibidang keiangan, Kepegawaian, masglah_ um.'Jlm aan
perlengkapan di lingkungan Badan Koordinasi Penan;mar}
Modal Daeran Propinsi Ranten sesuai dengan peraturan
perundang- umangan yang berlaku sebagal pedoman kerja.

Untuk meiaxsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasa: ini, Sekretar.zt Radan mempunyat furgs! -

D
a. Pengxecrinasian,  s:akronisasi  dan -.?“'"53 g
Ingrurcas Badan:

b.  pengkacrzinasian Core

((

ncanaan dan

( scerumusan
kebjasz- -uun Bagz-~

€  pemolaz- dan pela,-anan adnministrasi Ketatausahaan,
orgenisas dan atalaksanaan, kepegawaian,
Keuangan Deneng&ayc

N dan rumah tangga Bacan
dan  pelatihan

(&8

pembinaas  pendidikan
lingkungz- Badan:
e  pengkocrcinasian

Degawal  di

LENyUsuUnan

Peraturan parundana-
undangar yang berkai‘an dengan tugas Badan
. pelaksanzan tugas fain YARG" diberikan  glen epala
Badan ses

ual dengan tugas dan f
Sekretariat Sadan membawchltan

a. Sub Bacian Keuangan:
. Sub Bab-:ﬁ Kepega.
C. SubBagian Umicm.

ungsinya

','-I v
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Bidang Program  dan Promost  mempunyal tugas pokok
perumusan rencana dan progiam, penqumpulan dan
penaolahan data, penyvebarlaasan informas potenay
pengkapan dan penyusunan proaraim tahunan  mefakakan
noordinas! promosi, kerjasama dan penggalangan seluruh
potensi sumberdaya dalar: kegiatan investasi di Propins
Banten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
?yat (1) Pasal ini, Bidany Program dan Promosi mempunyat
ungst :

a.  pengumpulan, pengolahan dan penginformasian data
potensi penanaman modal:

b pembinaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan
pengkajian data potensi untuk keperluan penyusunan
program serta promosi;

o

pembinaan dain. pengembangan penyusunan program

Badan Koordinasi Penanaman Mcdal Daerah;

d  pembinaan, pengembangan dan pengkoordinasian
kegiatan promosi:

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepa'a
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Program dan Prémosi mambawahkan :

- @ Sub Bidang Gata dan Informast:

(2)

D. Sub Bidang Penyusunan Program,
¢.  Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.

Fasai 9

Bidang Perijinan dan Sumber Daya mempunyai tugas

merumuskan ketentuan-ketentuan pelaksanaan perijinan

penanaman modal, rencana dan oprogram, pengkajian dan

pengembangan sumber daya daiain kegiatan investasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Paszal ini, Bidang Perijinan dan Sumber daye

mempunyai fungsi : ;

a. pembinaan dan pengembangan kegiatan perijinan,
peraturan dan perundang-undangan penanaman modar

b pelaksanaan proses perijinan penanaman modal dan
pemberian fasilitasi:

¢ pelaksanaan proses perijinan Tenaga Kerja ~sing,
d. pelaksanaan pembinaan-pengembangan sumber da, 3
e pembinaan darn pengkoordinasian Kegiatan

pengembangan nenanaman modal:



etk

PEigKoordinasian, pembinaan  dan
kegiatan aplikasi perubahan dan perlua
modal:

pengembangan
sSan penanaman
G pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesua; dengan tugas dan fungsinya ;
Kepala Bidang Perijinan dan Pengembangan Sumber daya
membawahkan

a  Sub Bidang Perijinan dan Fasilitasi

b Sub Bidang Periinan tenaga Kerja:

¢ Sub Bidang Dikiat Penyuluhan.

Pasal 10

Bicang Pembinaar dan Pengendalian memounyai tugas
membinz dan mengembangkan seria melakukan monitoring,
pengencalian, pengawasan seria evaluasi dan pelaporan
lentang kegiatan investasi di Propinsi Banter. Meiakukan
penelaahan, memoerikan  pertimbangan  dan  saran
pémecanan masalah sera korseptuat,

Untuk melaksanakan tugas
ayat {7, Fasal in' Bidang
mempt.ayai fungss

sebagaimana dimaksud pada
Pemoinaan dan Pengendalian

a. pe'aksanaan peneltian  dan pengkaiian  terhadep
peraluran perundanc-undangan yang dikeluarkan oleh
Kepale Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Pr=ninsi Banten:

2. p¥ensanaan monitorng, pengendalian dan pengawasan

rkegiatan investasi baix Penanaman’Modal Asing maupun

Penanaman Modal Dalaim Negeri di lingkungan Propinsi

Bznten; _

peayusunan laporan hasi monitoring, pengawasan

kegiatan penanaman modal,

d perumusan kebijakan pengendalian dan pengawasan
bagi kegiatan penanaman moaoal yang telah disetu;ui oleh
pemeriniah  sesuai dengan pelimpahan
meniert yang bersancgkutan;

€. sosialisasi mekanisme pergendalian dgan pengawasan
dagl penanaman modal sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;

f peleksanaan tugas-tugas fain yana diberinan
Badan Koordinasi Penanaman Madal Daerzh:

a.  penyusunan dan penvampakan laporan hasil Pembinaan
dar Pengencalian vzoad: Kepala Badan Koordinasi
Penanaman ivicdal Dagran

wewenang

peraturan

Kapala

h  p&larsaraan iugas ‘an g diberikan olelh Kapala
Battan sesum dengan 1wzas can fung=imya



(3) Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahkan :
a. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian;
b.  Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
c.  Sub Bidang Pembinaan.

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

Daerah sebagaimana tercantum dalari Lampiran Peraturan
Daerah ini

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL o

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tucas Pemerintah Daereh sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tena
fungs:icnal  yang diawr dan ditetapkan berdasark
peraiurzn perundang-undangan yang berlaku a

(2) Kelemgoxk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7 : dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yanc
ditun; s

(37 Jumlah lenaga fungsional sebagaimana dimaksud daiam
ayat (1, citentukan berdasarkan kebutuhan dan bebar kerja.

(4) Jenis can jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditentukan berdasar<an peraturan perundang-
undanczan yang berlaku. i ;

(5) Kelomgck Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengar oeraturan perundang-undangan yang beriaku.

g
2

]
|
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BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

(1) Pejaba: Struktural =<elon || dan Pejabat Fungsional paca
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah diangkat dan
diberrentkan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipit yarg
memenuhi  syarat sesuai dengan ketentuan perundar:-
undarczn yang berlaku.
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(2) Pejabal S‘.':_:f—g-l;;;_\,": M e
= '

i ES G|

enanaman Modal Daerl o o
(guber_nur darn Pegawai Negeo Siplh yana memenuin svars!
S€sual dengan ketentuan

| perundang-undangan vanag berl
(3) Pemberhentian Peq: |

teriaky
wal Negern Sipd dan Jabatan Strakiural
dan  Funasional
undangan yvang betlaku.

i
]

Mled

sesual dennan ketentuan

Ann

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Badan Koordinasi Penanaman Mogal Daerah
f’\mpmm Banter dibebankan kepada Anggaran Pencapatzs dan
Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lzinnyz yang

syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berizxu.

BAB Viii
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam me.aksz~akan tugas setiap pimpinan unit orczniszs dan
kelompok tenaza fungsiordal di lingkurgan Badar Koc-dinasi
Penanamzan izdal Daerah Propinsi wajib meneraz<an z-insip
koordinas.. intezrasi dan sinkronisasi baik dalam linzkunczannya

Mmaupun ariar sziuan organisasi di lingkungan Pemeri~:zh L zerah

sefta dengan ~stansi lain di luar Pemerintah Dz=-2h :zasual
dengan tuzssrvs

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemaniaaien sarana, prasarana, sumber daye =zczratur
kepegawaian can pembiayaannya diatur lebih iarut cangan
Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUD
Pasal 18
Uraian tugzs dz- masing-masing Jat:atan Strukturai czde Zadan
2 *5 SEHE

Koordinas: “erznaman Modal Deerah disusun secs
datam Keg.Liusz~ Gubarmnuw



fFasai 1&

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan
Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam
Keputusan Gubeinur

Pasal 20

MDYy v
i,..t\-i.g‘a;., d;[@tapkannya Peraturan Daerah 1 maka segala
dAarat

Peraturan Perundang-undangan yang menrgatur hal yang sama
dinvatakan tidak berlaky lagi.

Pasal 21

~erawran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

o

9

TMEe’ seuap  orang  dapat mengetanuinya, memerintahkan
Mcintelbiale - LT ‘ g
2 eéndangan Peraturan Daerah ini calam Lembaran Daeran
~rcoans Banten

i

-

Oitetzpkan di Serang
pace tanggal 27 Mei 2007

GUBERNUR BANTEN,
ud

H.D. MUNANDAR

Diungangkan &i Serang

P e ey oy ] T miia I e
MO o @alay | o Juni 2oiz
ot

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd

DRS. H. AYIP MUFLICH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEIFEARAN DAERAHR PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 30

O T [
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PENJELASAN

ATAS RANCANGAN |
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

FEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang
Nomer 25 Tahun 1959 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan
Nomor 25 Tahun 2000 ientang Kewenangan Pemerintahan dan
Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Dasrah Otoriom
serta dengan ditetapkannya Undang-tindang Nomor 23 Tanun
2000 tentang Pembentukan Propinsi Banteri, maka dengan
acdanya paradigma baru dalam “sistem Pemerintahzn Negara
Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumliah Propinsi,
can Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang
cukiup  signiiikan  tersebut diantaranya pada peiaksanaan
Pemerintahan di Daerah vyaitu adanya pengembangan Daerah

Ctonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab baai Daerah
Propinst, Kabupaten/Kota.

Pemizrian  otonomi  kepada Daerah sebagaimana
dielaskan dalam Peraturan Peruncang-undangan tersebut di

atas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung
jawab  dalam  menentukan

jumiah, dan  nomenklatur
Kelembagaan

Perangkat Daerah = yang disertai adanya
pelimpahan pembizyaan, sesuai dengan kewenangan Daerah
dan dilaksanakan oleh Daerah derdasarkan kebutuhan,
potensi. karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri

Perubahan yang mendasar dari sisi keiembagaan juga
disertai perubahan vyang signifikan pada garis kebijaksanaan,
xoordinasi. pengendalian serta pertanggungjawaban Perangkat
Daeralh  Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undana
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pcerintahan Daerah bahwa
Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daeraly, Dinas Daerah

dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daeran, sepagqal
Lembaga Teknis Daerah.



man Modal Daerah adalah

- erah dalam
sebagai unsur penunjang Pemerm;?i:?:har?ayang jum?ar;
melaksanakan penyelenggaraan Penjl} dengian kebutuhan
dan besaran organisasinya disesualkal

Daerah

Pembentukan Organisasi Peran'gk?l Daergr‘
R , s diatas harus didasarkan pada
sebagaimana dijelaskan diale lensi dan kemampuan
kebutuhan, kondisi, karakterictik, pote S i
Daerah, dengan selalu el .dan diatir da!\ari.-l
bidang/kelompok kewenangan sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatu,
dan menetankan perimbangan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam DEIaKSARadn
penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak memberatkan
bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannva.

Sahwa sebagaimana ielah diatur dalam Undang“undaﬂg
Nomor 22 Tahun 1989 pelaksanaan azas dekonsentrasi
diletakkar pada Daeranh Fropinsi dalam kedudukannya sebagai
- Wilayah  Administrati = untuk  rnelaksanakan kewenangan
Pemerintahan tertentu. veng dilimpahkan kepada Gubernus
sebaga: wakil Pemerintah, secangkan azas pelaksanaan tugas
pernbantuan diproyeksikan sedbagian akan dilaksanzkan oler
Pemerintz~ Prosinsi dan sebagian iainnya akan dilaksanakar
oleh Cas-ah WabupateniKsia bahkan
Desa/Keliranan.

Badan Koordinasi Penana

dimungkinkan oleh

Sebszgaimana’ telah  ciketahui calam Undana-undanc
yang me-gatur Pemerintanzn Daerah sebeiumr‘.;a ',*ai?.:
Undang-urdang Nomcr 5 tznun 1574 tentang Pokok-pokox
Pemerintanan  di  Daeran, Kelenbedaan. " Organisasi
Pemerintanan Propinsi erbaci dalam beberapa bentuk yaitu
lembaga desentrifisasi.  dekonseniras Depariemen Dalam
Negeri, Urit Peleksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal 4
Daerah.

Selznjutnya d B Bl it Sl o e
22 Tahun ~599, di 5”9‘”‘“ Cooendnya Undang-undang Nome:
ahun 3¢ : 9t Daerah hanya ada kelembagaan/orgamsas:
desentralisasi, kecuali Leberapa big

dan lainnyz sebagaimana diatyr dalaanr:gpgi‘g]egangan tert.erj:u
Undang-undang Nomor 272 Tahur 1909 dan Pasal 11
Atas 3asar pertimban .
N, gy mengakomsp sebagamaga dijelaskan di gtas
nyata dan sertanggung ‘awan coban- oM Daerah yang uas
Undang-urzang Noma: “35 T b i3elaksan_aa_n amans:
secara D2fahan dan  besgin o0 O Propinsi Banter
terhadap “2iembagaan 5 i

‘Garisasi par, diakukan  penaiact
dengan us alketaradaz- Pam St Peran

gan

_ 2rinta; gkat Daerah, sejal2”
relatif mas = bary (s dapa: « 'dNan Proping Banter yans
dalam Netzra “Yasatya- oo T2l12j21 dan. Yeanine: 'ainnyE

: Atva~ Repiny Indar Jdan Propinsi lainny

esig.



Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan
Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan
organisasi Perangkat Daerah, yang pada giirannya akan
melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasaikan pada
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka untuk kelancaran
pemberian pelayanan kepada masyaraxat dalam melaksanakan
penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan
Gubernur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Propinsi Banten.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 cukug jelas.

TAMBARHAN LEMBARAN DAERAH NOIMOR ...



